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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

NOMOR 4 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah  Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5189); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5233); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5539); 

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawabkan Penggunaan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2007 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penggangaran Dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 508), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 
Nomor 7); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan 
Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 15); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2013 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

dan 

BUPATI BANDUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

 

Pasal 1  

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan terdiri atas: 

a.  Laporan Realisasi Anggaran; 

b.  Neraca; 

c.  Laporan Arus Kas; dan 

d.  Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Pasal 2  

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf a, meliputi : 

a. Pendapatan  Rp1.671.362.339.915,05  

b. Belanja  Rp1.680.101.451.150,05  

 Defisit                 Rp(8.739.111.235,00) 

c. Pembiayaan:  

 - Penerimaan  Rp172.255.494.948,00  

 - Pengeluaran  Rp5.000.000.000,00  

 Pembiayaan Netto  Rp167.255.494.948,00  

 SILPA  Rp158.516.383.713,00  
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Pasal 3  

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.640.519.744,55 
dengan rincian berikut: 

 

 

 

 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (153.875.863.968,45) 
dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp (158.516.383.713,00) 
dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 0,00 dengan 
rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

a. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan 
Rp1.666.721.820.170,50  

b. Realisasi Rp1.671.362.339.915,05  

 Selisih lebih/(kurang)  Rp4.640.519.744,55  

a. Anggaran belanja setelah 
pperubahan 

Rp1.833.977.315.118,50  

b. Realisasi Rp1.680.101.451.150,05  

 Selisih lebih/(kurang) Rp(153.875.863.968,45) 

a. Defisit setelah perubahan Rp(167.255.494.948,00) 

b. Realisasi  Rp(8.739.111.235,00) 

 Selisih lebih/(kurang) Rp(158.516.383.713,00) 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan   

 

Rp172.255.494.948,00  

b. Realisasi  

Rp172.255.494.948,00  

 Selisih lebih/(kurang)  Rp0,00    

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan 

 
Rp5.000.000.000,00  

b. Realisasi  

Rp5.000.000.000,00  

 Selisih lebih/(kurang)  Rp0,00    

a. Anggaran pembiayaan netto setelah 

perubahan 

 

Rp167.255.494.948,00  

b. Realisasi  
Rp167.255.494.948,00  

 Selisih lebih/(kurang)  Rp0,00    
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Pasal 4  

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 
2013 sebagai berikut : 

a. Jumlah aset  Rp2.495.377.407.316,34  

b. Jumlah kewajiban   Rp3.512.047.962,00  

c. Jumlah ekuitas dana  Rp2.491.865.359.354,34  

    

Pasal 5  

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut: 

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 

2013 
 Rp152.367.298.832,00  

b. Arus Kas dari aktivitas operasi  Rp309.850.417.494,00  

c. Arus Kas dari aktivitas investasi non 
keuangan 

 
Rp(318.589.528.729,00) 

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan  Rp15.000.000.000,00  

e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran  Rp33.019.802,00  

f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 
Tahun 2013 

 Rp159.480.829.303,00  

 

Pasal 6  

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun 
Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitaf maupun kualitatif atas 
pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 7  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Lampiran  I :  Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran  I.1 :  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 

Lampiran  I.2 :  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan 

Lampiran  I.3 :  Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan 

Lampiran  I.4 :  Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara 

Lampiran  I.5 :  Daftar Piutang Pajak Daerah 

Lampiran  I.6 :  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 

Lampiran  I.7 :  Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah 

Lampiran  I.8 :  Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset 

Lainnya 
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Lampiran  I.9 :  Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan 
sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali 
dalam Tahun Anggaran Berikutnya 

Lampiran  I.10 :  Daftar Dana Cadangan 

Lampiran  I.11 :  Daftar Pinjaman Daerah 

Lampiran  I.12 :  Daftar Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran 

Lampiran  I.13 :  Daftar Deposito 

Lampiran  I.14 :  Daftar Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 

Lampiran  I.15 :  Daftar Piutang Lain-lain 

Lampiran  I.16 :  Daftar Persediaan 

Lampiran  I.17 :  Daftar Belanja Dibayar di Muka 

Lampiran  I.18 :  Daftar Aset Tetap yang Ada Dalam SK Pelimpahan 

Bupati Bandung Namun Tidak Dicatat oleh 
Kabupaten Bandung Barat 

Lampiran  I.19 :  Daftar Aset Tetap yang Ada Dalam SK Pelimpahan 

Bupati Bandung yang Keberadaannya Masih Dalam 
Penelusuran 

Lampiran  I.20 :  Daftar Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Lampiran  I.21 :  Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian 

Lampiran  I.22 : Daftar Perhitungan Fihak Ketiga 

Lampiran  I.23 :  Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya 

Lampiran  I.25 :  Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan 

Lampiran  II :  Neraca 

Lampiran  III :  Laporan Arus Kas 

Lampiran  IV :  Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Pasal 8  

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 
2013 diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 9  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Barat. 

 Ditetapkan di Bandung Barat 

 pada tanggal 19 Agustus 2014 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 
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Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 19 Agustus 2014 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 MAMAN S. SUNJAYA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA 
BARAT : 137/2014 


